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Abstract Unregistered marriages, which are religiously valid but lack legal recognition, pose various
challenges in family law, particularly regarding the protection of women's and children's rights. This
study aims to analyze the legal implications of unregistered marriages in the digital era and the legal
mechanisms available for obtaining its legitimacy. Using a normative juridical method and a statutory
approach, the findings reveal that the legal uncertainty of unregistered marriages affects the legal
status of wives and children, including inheritance rights and birth registration. The digital era further
complicates this phenomenon with the rise of online ‘unregistered marriages’ services that operate
outside the legal framework. Therefore, stricter regulations, the strengthening of marriage validation
mechanisms, and the integration of digital technology in marriage registration are necessary to
enhance legal protection for families.

Keywords: Unregistered marriage, legal legality, marriage validation, marriage registration, digital
technology.

Abstrak Perkawinan siri yang sah secara agama namun tidak tercatat secara hukum menimbulkan
berbagai permasalahan dalam hukum keluarga, terutama terkait perlindungan hak-hak perempuan
dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum perkawinan siri di era
digital serta mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk memperoleh legalitasnya. Dengan
menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan, hasil penelitian
menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum dalam perkawinan siri berdampak pada status hukum
istri dan anak, termasuk dalam aspek hak waris dan pencatatan kelahiran. Era digital semakin
memperumit fenomena ini dengan kemunculan layanan nikah siri online yang tidak terawasi oleh
sistem hukum. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih ketat, penguatan mekanisme itsbat
nikah, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pencatatan perkawinan guna meningkatkan
perlindungan hukum bagi keluarga.

Kata Kunci: Perkawinan siri, legalitas hukum, itsbat nikah, pencatatan perkawinan, teknologi
digital.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi yang memiliki aspek hukum, sosial, dan
agama yang kompleks. Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan diatur
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

menegaskan bahwa suatu perkawinan harus dicatatkan agar memiliki kekuatan
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hukum yang sah (Waluyo 2020). Namun, dalam praktiknya, masih banyak
masyarakat yang melakukan perkawinan siri, yaitu perkawinan yang sah secara
agama tetapi tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Fenomena ini menjadi semakin
kompleks dengan adanya era digital, yang memungkinkan perkawinan siri
dilakukan dan dipublikasikan secara daring, tanpa melalui mekanisme

pencatatan yang diakui oleh hukum negara.

Perkawinan siri menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama
dalam aspek hukum perdata. Tanpa pencatatan yang sah, hak-hak hukum
pasangan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut sering kali menjadi
tidak terlindungi. Dalam perspektif hukum perdata, pencatatan perkawinan
merupakan syarat fundamental untuk menjamin hak-hak dalam berbagai aspek,
seperti pewarisan, nafkah, status anak, serta pembagian harta bersama.
Ketidakjelasan status hukum dalam perkawinan siri sering kali menyebabkan
permasalahan dalam penyelesaian sengketa perdata, terutama terkait dengan

hak waris dan perwalian anak (Batubara, S.A., Tanwin, M.S., Yosephine 2021).

Di era digital, peran hukum perdata semakin diuji dengan munculnya
berbagai platform daring yang memfasilitasi perkawinan siri, baik dalam bentuk
layanan jasa maupun dalam penyebaran informasi (Hasbi 2019). Hal ini
menimbulkan tantangan bagi regulasi hukum perdata dalam menyesuaikan diri
dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu,
meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-hak perdata mereka di era
digital mendorong perlunya reformasi hukum yang lebih adaptif dalam

mengakomodasi fenomena ini.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum perdata dalam
pengakuan dan legalitas perkawinan siri di era digital, dengan menyoroti
bagaimana hukum perdata dapat memberikan kepastian hukum serta
melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam perkawinan siri. Melalui kajian

ini, diharapkan dapat ditemukan solusi hukum yang lebih komprehensif guna
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menjawab tantangan yang muncul akibat fenomena perkawinan siri di era

digital (Prianjani, Masri, and . 2022).
METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam artikel jurnal dengan judul Peran Hukum Perdata
dalam Pengakuan dan Legalitas Perkawinan Siri di Era Digital menggunakan
pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif. Penelitian ini berfokus
pada kajian hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin
hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkawinan siri dan

perannya dalam hukum perdata di era digital (Huda and Azmi 2020).

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis bagaimana
hukum perdata mengatur dan memberikan perlindungan terhadap pasangan yang
melakukan perkawinan siri, baik dari segi hak dan kewajiban suami istri, status
hukum anak, maupun implikasi hukum terhadap warisan dan harta bersama.
Sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,
serta berbagai regulasi terkait yang mengatur status perkawinan dalam hukum

Indonesia (Faizah Bafadhal 2014).

Selain itu, penelitian ini juga mengkaji perkembangan hukum terkait
perkawinan siri dalam era digital dengan melihat bagaimana teknologi
memengaruhi proses pencatatan pernikahan serta implikasinya terhadap
pengakuan hukum (Pristiwiyanto 2019). Analisis terhadap fenomena ini dilakukan
dengan menelaah berbagai sumber sekunder seperti jurnal hukum, artikel
akademik, serta pendapat para ahli hukum keluarga. Studi kasus dari putusan
pengadilan yang berkaitan dengan pengakuan perkawinan siri juga menjadi bagian

dari analisis dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan
mengkaji literatur yang relevan, baik dalam bentuk buku, peraturan perundang-

undangan, maupun dokumen hukum lainnya. Data yang diperoleh dianalisis secara
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deskriptif-kualitatif dengan menafsirkan ketentuan hukum yang ada serta

membandingkannya dengan praktik yang terjadi di masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih
mendalam mengenai peran hukum perdata dalam memberikan kepastian hukum
bagi pasangan yang melakukan perkawinan siri serta bagaimana hukum
merespons perkembangan digital dalam pencatatan dan pengakuan perkawinan
tersebut (Manurung and Lusia Sulastri 2021). Hasil penelitian ini diharapkan
dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam menyusun
regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman serta memberikan

perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Definisi Dan Kedudukan Perkawinan Siri

Perkawinan siri merupakan bentuk perkawinan yang sah secara agama,
tetapi tidak dicatatkan dalam administrasi negara. Dalam sistem hukum
Indonesia, perkawinan siri sering terjadi dengan berbagai alasan, seperti faktor
ekonomi, budaya, hingga poligami tanpa izin istri pertama. Meskipun dianggap
sah menurut hukum agama Islam, perkawinan siri tidak memiliki kekuatan
hukum yang mengikat dalam hukum perdata karena tidak tercatat dalam
lembaga resmi yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat
I[slam atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) bagi non-Muslim.
Akibatnya, pasangan yang melakukan perkawinan siri sering mengalami

kendala dalam aspek hukum terkait hak-hak perdata (Sidebang 2021).

Dalam konteks hukum perdata, perkawinan siri tidak memberikan
perlindungan hukum yang jelas bagi suami, istri, maupun anak yang lahir dari
perkawinan tersebut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat agar
mendapatkan pengakuan hukum negara. Pencatatan ini penting untuk
memastikan adanya perlindungan hukum bagi pasangan suami istri, terutama

dalam hal hak waris, hak nafkah, serta hak perwalian anak. Tanpa pencatatan,
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seorang istri dalam perkawinan siri tidak memiliki status hukum sebagai
pasangan sah menurut negara, sehingga ia berisiko kehilangan hak-hak yang
seharusnya diperoleh dalam perkawinan yang sah secara hukum (Gunawan

2013).

Kedudukan perkawinan siri dalam sistem hukum di Indonesia
menimbulkan perdebatan, terutama terkait dengan perlindungan hukum bagi
perempuan dan anak. Dalam hukum Islam, perkawinan dianggap sah apabila
memenuhi rukun dan syarat, seperti adanya wali, dua saksi, ijab kabul, serta
mahar. Namun, tanpa pencatatan resmi, hukum negara tidak mengakui status
perkawinan tersebut, yang berdampak pada sulitnya istri dalam mengajukan
gugatan cerai, memperoleh hak nafkah, atau mengklaim hak waris. Selain itu,
anak yang lahir dari perkawinan siri sering menghadapi hambatan dalam
pencatatan akta kelahiran, yang berdampak pada akses mereka terhadap
pendidikan, kesehatan, dan hak-hak lainnya (Sri Nanang Meiske Kamba and Nur
Mohamad Kasim 2023).

Dalam praktiknya, perkawinan siri sering kali disalahgunakan, terutama
dengan maraknya layanan nikah siri online di era digital. Banyak pihak yang
memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat tentang hukum perkawinan untuk
menawarkan jasa pernikahan yang tidak sah secara hukum. Hal ini
memperburuk perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, terutama ketika
perkawinan berakhir tanpa adanya konsekuensi hukum bagi pihak yang
meninggalkan pasangannya. Oleh karena itu, hukum perdata berperan penting
dalam memberikan solusi melalui mekanisme itsbat nikah, yaitu pengesahan
perkawinan melalui Pengadilan Agama bagi pasangan yang telah melakukan

perkawinan siri agar mendapatkan pengakuan hukum negara (Yazid 2019).

Dengan demikian, meskipun perkawinan siri diakui dalam hukum Islam,
kedudukannya dalam hukum perdata tetap lemah karena tidak memiliki
pencatatan resmi yang sah. Hal ini berimplikasi pada berbagai hak perdata yang
seharusnya melekat pada pasangan suami istri dan anak-anak mereka. Oleh

karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami risiko hukum dari
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perkawinan siri serta mengupayakan pencatatan perkawinan guna
mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat. Selain itu, pemerintah perlu
memperkuat regulasi terkait pencatatan perkawinan serta meningkatkan
sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan

perkawinan dalam sistem hukum yang berlaku (Mangku and Yuliartini 2020).

B. Peran Hukum Perdata dalam Perlindungan Hak-Hak Pasangan dan
Anak

Hukum perdata memiliki peran penting dalam memberikan
perlindungan terhadap hak-hak pasangan dan anak yang lahir dari perkawinan,
termasuk dalam konteks perkawinan siri. Dalam sistem hukum Indonesia,
perkawinan yang tidak dicatatkan menyebabkan hak-hak perdata pasangan
menjadi tidak terlindungi secara hukum. Hal ini berakibat pada berbagai
permasalahan, seperti sulitnya istri menuntut hak nafkah atau harta bersama
jika terjadi perceraian, serta hambatan bagi anak dalam memperoleh status
hukum yang sah. Oleh karena itu, hukum perdata memberikan mekanisme
tertentu agar hak-hak pasangan dan anak tetap dapat diakui melalui jalur
hukum (Stevany Putri et al. 2024).

Salah satu peran hukum perdata dalam melindungi hak pasangan dalam
perkawinan siri adalah melalui mekanisme itsbat nikah, yaitu pengesahan
perkawinan yang dilakukan di Pengadilan Agama. Itsbat nikah memungkinkan
pasangan yang telah menikah secara agama tetapi belum tercatat secara resmi
untuk memperoleh pengakuan hukum terhadap perkawinannya. Dengan
adanya putusan itsbat nikah, istri dapat memperoleh hak-hak hukumnya,
termasuk hak nafkah dan harta bersama. Selain itu, status anak yang lahir dari
perkawinan tersebut juga menjadi lebih jelas di mata hukum, sehingga anak
dapat memperoleh hak waris serta memiliki dokumen kependudukan yang sah
(Pratiwi, Sudiatmaka, and Sanjaya 2022).

Perlindungan terhadap anak dalam perkawinan siri juga menjadi
perhatian utama dalam hukum perdata. Anak yang lahir dari perkawinan yang
tidak dicatat sering kali mengalami kesulitan dalam pencatatan akta kelahiran,

yang berdampak pada akses mereka terhadap layanan publik seperti
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pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak,
setiap anak berhak mendapatkan identitas hukum yang sah, termasuk akta
kelahiran yang mencantumkan nama ayahnya. Dalam kasus perkawinan siri,
jika sang ayah tidak mengakui anaknya, ibu dapat mengajukan gugatan perdata
untuk mendapatkan pengakuan hubungan keperdataan antara ayah dan
anaknya, sehingga hak-hak anak tetap terlindungi (Rizqy 2017).

Selain hak nafkah dan status hukum anak, hukum perdata juga mengatur
mengenai hak waris yang sering kali menjadi permasalahan dalam perkawinan
siri. Dalam hukum waris, anak yang lahir dari perkawinan siri tetap memiliki
hak untuk mendapatkan warisan dari ayahnya, tetapi sering kali terjadi
sengketa ketika keluarga dari pihak ayah menolak memberikan hak tersebut.
Melalui gugatan perdata, anak dapat menuntut hak warisnya agar tetap diakui
berdasarkan prinsip keadilan. Oleh karena itu, hukum perdata memainkan
peran penting dalam memastikan bahwa anak dari perkawinan siri tidak
mengalami diskriminasi dalam memperoleh hak-haknya (Sipahutar 2019).

Dengan demikian, hukum perdata memiliki peran yang sangat krusial
dalam melindungi hak-hak pasangan dan anak dalam perkawinan siri. Meskipun
perkawinan siri tidak diakui secara administratif, hukum tetap memberikan
mekanisme perlindungan agar pasangan dan anak tidak kehilangan hak-haknya.
Oleh karena itu, penting bagi pasangan yang melakukan perkawinan siri untuk
memahami konsekuensi hukum yang mereka hadapi dan segera mengambil
langkah hukum yang diperlukan agar hak-hak mereka tetap terlindungi.
Pemerintah juga perlu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta
memperkuat regulasi terkait pencatatan perkawinan guna memastikan

perlindungan hukum yang lebih baik bagi seluruh warga negara (Tagel 2020).

C. Dampak Era Digital terhadap Perkawinan Siri

Era digital membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek
kehidupan, termasuk dalam praktik perkawinan siri. Kemajuan teknologi
komunikasi dan internet telah mempermudah akses informasi serta interaksi

sosial, yang turut memengaruhi meningkatnya praktik perkawinan siri secara
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daring. Dengan adanya platform digital, pasangan yang ingin menikah secara
siri dapat dengan mudah menemukan layanan yang menawarkan jasa
pernikahan tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku (Hendri 2023).
Fenomena ini semakin marak dengan adanya media sosial dan situs web yang
menyediakan layanan nikah siri secara instan, sering kali tanpa pengawasan
yang memadai dari lembaga hukum maupun otoritas agama yang berwenang.

Salah satu dampak utama era digital terhadap perkawinan siri adalah
meningkatnya jumlah pernikahan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan
resmi. Berbagai aplikasi dan platform daring memungkinkan individu untuk
mengakses jasa pernikahan siri dengan cepat, bahkan tanpa harus bertemu
secara langsung dengan pihak yang menikahkan. Hal ini menyebabkan
perkawinan siri semakin sulit dikontrol oleh negara, sehingga memperbesar
risiko bagi pasangan, terutama perempuan dan anak-anak. Dalam beberapa
kasus, perkawinan siri berbasis digital juga digunakan sebagai kedok untuk
praktik eksploitasi perempuan, seperti pernikahan kontrak yang hanya
berlangsung dalam waktu singkat dan tanpa adanya tanggung jawab hukum
dari pihak suami (Ma’rifah 2015).

Selain itu, era digital juga mempersulit perlindungan hukum bagi
perempuan yang menikah secara siri. Dengan semakin banyaknya pasangan
yang menikah tanpa pencatatan, banyak perempuan yang akhirnya tidak
memiliki bukti legal atas pernikahannya. Akibatnya, ketika terjadi
permasalahan seperti penelantaran istri atau perceraian sepihak, perempuan
tidak dapat menuntut hak nafkah atau harta bersama karena perkawinannya
tidak diakui oleh negara. Hal ini semakin diperburuk oleh kenyataan bahwa
banyak layanan nikah siri online tidak memiliki regulasi yang jelas, sehingga
pihak yang merasa dirugikan sering kali kesulitan dalam mencari keadilan
melalui jalur hukum (Alfarisi 2018).

Bagi anak yang lahir dari perkawinan siri, era digital juga membawa
tantangan tersendiri dalam hal pengakuan status hukum. Tanpa adanya
pencatatan resmi, anak hasil perkawinan siri sering kali menghadapi kendala

dalam memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan nama ayahnya.
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Meskipun ada mekanisme hukum yang memungkinkan pengakuan anak di luar
perkawinan resmi, prosesnya sering kali lebih sulit dan membutuhkan
pembuktian yang kompleks. Hal ini dapat berdampak pada akses anak terhadap
hak-hak dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan hukum
lainnya. Dalam beberapa kasus, anak-anak yang lahir dari perkawinan siri
bahkan mengalami diskriminasi sosial akibat status hukum mereka yang tidak
jelas (Adillah 2014).

Secara keseluruhan, era digital telah memperluas fenomena perkawinan
siri dengan kemudahan akses dan minimnya pengawasan dari otoritas hukum.
Meskipun teknologi digital menawarkan berbagai kemudahan dalam kehidupan
sehari-hari, dalam konteks perkawinan siri, hal ini justru menimbulkan
berbagai permasalahan hukum dan sosial yang lebih kompleks (Sepyah et al.
2022). Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih ketat terhadap layanan
nikah siri berbasis digital serta edukasi kepada masyarakat mengenai
pentingnya pencatatan perkawinan. Pemerintah dan lembaga terkait harus
bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan
memiliki perlindungan hukum yang memadai, sehingga hak-hak pasangan dan

anak tetap terjamin meskipun di tengah perkembangan teknologi yang pesat.

D. Solusi Digital dalam Meningkatkan Legalitas Perkawinan

Solusi digital dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan
legalitas perkawinan, terutama dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan
oleh praktik perkawinan siri di era modern. Dengan perkembangan teknologi,
pencatatan perkawinan dapat dilakukan secara lebih efisien melalui sistem
digital yang terintegrasi, sehingga pasangan yang menikah dapat lebih mudah
mendapatkan status hukum yang sah. Pemanfaatan teknologi ini sangat relevan
dalam mengatasi berbagai hambatan administratif yang sering kali menjadi
alasan pasangan memilih perkawinan siri, seperti birokrasi yang rumit, biaya
pencatatan yang tinggi, serta kurangnya akses ke lembaga pencatatan sipil di

daerah terpencil (Lestari 2022)
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Salah satu solusi digital yang dapat diterapkan adalah sistem
pendaftaran perkawinan berbasis online yang dikelola oleh pemerintah melalui
Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dengan
adanya platform ini, pasangan yang hendak menikah dapat mendaftarkan
pernikahan mereka secara elektronik tanpa harus datang langsung ke kantor
pencatatan sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA). Sistem ini dapat mencakup
fitur unggah dokumen persyaratan secara digital, verifikasi identitas melalui
kecerdasan buatan, serta konsultasi daring dengan pejabat berwenang untuk
memastikan keabsahan perkawinan sebelum pencatatan dilakukan (Cahyani et
al. 2023).

Selain itu, teknologi blockchain dapat diterapkan dalam sistem
pencatatan perkawinan untuk meningkatkan transparansi dan keamanan data.
Blockchain memungkinkan pencatatan perkawinan yang tidak dapat diubah
atau dipalsukan, sehingga dapat mengurangi risiko manipulasi data dan praktik
perkawinan siri yang tidak sah secara hukum. Dengan sistem ini, setiap
pernikahan yang dicatat akan memiliki rekam jejak digital yang dapat
diverifikasi oleh pihak berwenang kapan saja, sehingga pasangan memiliki bukti
hukum yang kuat atas status pernikahan mereka. Pemanfaatan blockchain juga
dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pencatatan
perkawinan yang lebih aman dan efisien (Setianingsih et al. 2024).

Penerapan tanda tangan digital dalam dokumen pernikahan juga dapat
menjadi solusi untuk mempercepat proses legalisasi perkawinan (Yusriyah
2020). Dengan adanya tanda tangan digital yang terverifikasi, pasangan tidak
perlu lagi menghadiri proses administrasi secara fisik, yang sering kali menjadi
kendala bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki
keterbatasan akses. Hal ini juga dapat mengurangi praktik pernikahan siri yang
dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa melalui prosedur hukum yang sah,
karena seluruh proses pencatatan dapat dilakukan dengan lebih praktis dan
transparan.

Selain reformasi dalam sistem pencatatan, edukasi digital juga berperan

penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya legalitas
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perkawinan. Pemerintah dapat memanfaatkan media sosial, aplikasi edukasi,
serta kampanye daring untuk memberikan informasi yang akurat mengenai
dampak hukum perkawinan siri dan pentingnya pencatatan resmi. Dengan
adanya akses informasi yang lebih luas, masyarakat dapat lebih memahami
konsekuensi hukum dari perkawinan yang tidak dicatat serta termotivasi untuk
melakukan pencatatan secara resmi (Fadli 2021).

Secara keseluruhan, solusi digital dapat menjadi alat yang efektif dalam
meningkatkan legalitas perkawinan dan mengurangi praktik perkawinan siri.
Melalui penerapan sistem pencatatan berbasis online, teknologi blockchain,
tanda tangan digital, serta edukasi digital yang luas, pemerintah dapat
memastikan bahwa setiap perkawinan memiliki perlindungan hukum yang
memadai. Namun, keberhasilan solusi ini juga bergantung pada regulasi yang
mendukung serta kesiapan infrastruktur digital yang dapat diakses oleh seluruh
lapisan masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga
hukum, dan sektor teknologi menjadi kunci dalam menciptakan sistem

pencatatan perkawinan yang lebih modern, aman, dan inklusif (Nurhadi 2018).

KESIMPULAN DAN SARAN

Perkawinan siri memang sah secara agama tetapi tidak tercatat secara
hukum, dan hal itu menimbulkan berbagai implikasi dalam hukum keluarga Islam,
terutama terkait perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Ketidakpastian
status hukum dalam perkawinan siri berdampak pada hak waris, hak nafkah, serta
status hukum anak dalam keluarga. Mekanisme itshat nikah dalam hukum Islam di
Indonesia menjadi solusi bagi pasangan yang ingin memperoleh pengakuan resmi

atas pernikahannya.

Di era digital, kemunculan layanan nikah siri daring semakin meningkatkan
risiko hukum, terutama bagi perempuan dan anak. Namun, teknologi juga dapat
dimanfaatkan untuk meningkatkan legalitas perkawinan melalui sistem
pencatatan berbasis digital. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih ketat,

penguatan mekanisme itshat nikah, serta edukasi kepada masyarakat mengenai


https://portal.issn.org/resource/ISSN/2964-6480
https://portal.issn.org/api/search?search%5b%5d=MUST=allissnbis=%222961-7308%22&search_id=49251115

Legalitas dan Pengakuan Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Keluarga di Era Digital

pentingnya pencatatan perkawinan dalam hukum Islam. Dengan pendekatan ini,
diharapkan masyarakat lebih memahami konsekuensi hukum perkawinan siri dan
terdorong untuk mencatatkan pernikahan secara resmi guna menciptakan

perlindungan hukum yang lebih optimal dalam keluarga Islam.
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